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ABSTRAK 
 

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Persaingan Usaha Terhadap 

Penerapan Bauran Pemasaran Pada UMKM Keripik Gedebok Pisang Gesit (Studi Kasus 

di Desa Bangun Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)” ini ditulis oleh Nila 

Ridhotun Nikmah NIM. 1860101223247 dengan pembimbing Dr. Muflihatul Bariroh, 

S.H.I., M.S.I. 

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Bauran Pemasaran 4P, Hukum Persaingan Usaha. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan pemasaran yang jujur dan 

sesuai prinsip syariah pada UMKM, khususnya dalam penyampaian informasi produk 

kepada konsumen. Praktik promosi yang tidak benar seperti promosi overclaim berpotensi 

menimbulkan kerugian finansial karena menyebabkan kesalahan dalam memilih produk, 

menurunkan kepercayaan konsumen dan bertentangan dengan kaidah dan prinsip fikih 

muamalah. Selain itu, penelitian ini juga membahas strategi penetapan harga dalam 

perspektif hukum persaingan usaha melalui pendekatan rule of reason untuk memahami 

pertimbangan pelaku usaha dalam menentukan harga produk. 

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis 

penerapan bauran pemasaran pada UMKM Keripik Gedebok Pisang Gesit, (2) 

menganalisis kesesuaian penerapan bauran pemasaran dengan prinsip fikih muamalah 

dalam konteks UMKM Keripik Gedebok Pisang Gesit, (3) menganalisis bagaimana 

penerapan strategi harga dalam bauran pemasaran ditinjau dari perspektif  hukum 

persaingan usaha pada UMKM keripik gedebok pisang gesit. 

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) UMKM keripik gedebok pisang Gesit sudah 

menerapkan bauran pemasaran 4P (product, price, place dan promotion). Hal ini 

berdasarkan pada produk tanpa pengawet, variasi rasa dan dilengkapi legalitas resmi seperti 

BPOM, Halal, P-IRT, NIB dan HAKI. Harga sudah disesuaikan dengan pasaran dan ada 

harga khusus untuk pembelian dalam jumlah banyak. Tempat atau dalam distibusi produk 

tidak hanya di reseller, toko oleh-oleh, langsung di rumah tetapi juga online. Promosi 

memanfaatkan sosial media, mulut ke mulut dan bazar. (2) Dalam fikih muamalah, 

penerapan bauran pemasaran sudah sesuai dengan prinsip kepercayaan, keadilan, dan 

kerelaan (ridha). Namun, terdapat ketidaksuaian pada aspek kejujuran informasi mengenai 

produk dan promosi, terutama yang berkaitan dengan informasi nutrisi (gizi) yang terdapat 

pada kemasan padahal pelaku usaha belum melakukan uji gizi secara resmi, hal ini 

berpotensi mengandung unsur gharar dan ketidakjujuran. (3) Strategi harga pada UMKM 

Keripik Gedebok Pisang Gesit dianalisis menggunakan pendekatan rule of reason dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tercermin pada Pasal 35 mengenai 

kewenangan KPPU dalam penilaian kegiatan usaha. Hal ini wajar karena berdasarkan 

pertimbangan biaya produksi, pajak penghasilan (PPh), jenis kemasan, serta referensi harga 

di marketplace dan tidak bertujuan untuk menghambat maupun merusak persaingan usaha. 
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ABSTRACT 
 

The thesis entitled “A Review of Fiqh Muamalah and Positive Law on the Implementation 

of Marketing Mix in MSMEs of Gesit Banana Peel Chips (Case Study in Bangun Village, 

Munjungan District, Trenggalek Regency)” was written by Nila Ridhotun Nikmah, student 

ID 1860101223247, under the supervision of Dr. Muflihatul Bariroh, S.H.I., M.S.I. 

Keywords: Fikih Muamalah, Marketing Mix 4P, Business Competition Law. 

This research is motivated by the importance of applying honest marketing in 

accordance with Sharia principles in MSMEs, particularly in delivering product 

information to consumers. Untruthful promotional practices, such as overclaiming, have 

the potential to cause financial losses because they lead to errors in product selection, 

reduce consumer trust, and contradict the rules and principles of Islamic commercial 

jurisprudence. In addition, this study also discusses pricing strategies from the perspective 

of business competition law through a rule of reason approach to understand the 

considerations of business actors in determining product prices. 

Based on this context, this study aims to: (1) analyze the implementation of the 

marketing mix in the Gesit Banana Peel Chips MSME, (2) analyze the conformity of the 

marketing mix implementation with the principles of Islamic commercial jurisprudence in 

the context of the Gesit Banana Peel Chips MSME, (3) analyze how the implementation of 

pricing strategies in the marketing mix is reviewed from the perspective of business 

competition law in the Gesit Banana Peel Chips MSME. 

The research method used is empirical law with a qualitative approach. Data 

collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. 

The research results show that: (1) Gesit banana chip MSMEs have already 

implemented the 4P marketing mix (product, price, place, and promotion). This is based 

on products without preservatives, flavor variations, and equipped with official legalities 

such as BPOM, Halal, P-IRT, NIB, and HAKI. Prices have been adjusted to the market, 

and there are special prices for bulk purchases. The place or distribution of products is not 

only through resellers, souvenir shops, and direct home sales but also online. Promotion 

utilizes social media, word of mouth, and bazaars. (2) In Islamic commercial jurisprudence, 

the application of marketing mix has already aligned with the principles of trust, fairness, 

and consent (ridha). However, there are discrepancies in the aspect of information honesty 

regarding products and promotions, especially concerning nutritional information on 

packaging while the business actors have not yet conducted official nutritional testing, 

which potentially contains elements of gharar and dishonesty. (3) The pricing strategy of 

Gesit Banana Peel Chips SMEs is analyzed using the rule of reason approach in Law 

Number 5 of 1999, as reflected in Article 35 regarding the authority of the KPPU in 

assessing business activities. This is reasonable because it is based on considerations of 

production costs, income tax (PPh), type of packaging, and price references on the 

marketplace and is not intended to hinder or damage business competition. 
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